ABSTRAK

Azhar Muhammad: Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Kepastian Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan
signifikan dalam regulasi perizinan limbah industri di Indonesia. Penyederhanaan proses perizinan
dan peningkatan standar pengawasan tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kepastian
hukum pidana terkait limbah industri, tetapi juga berpotensi memperkuat penegakan aturan
lingkungan dan mendorong kepatuhan industri terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi regulasi ini, khususnya
pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan
menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis terhadap
norma hukum yang berlaku dengan observasi empiris mengenai pelaksanaannya di lapangan. Data
diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung
terhadap proses perizinan dan penegakan hukum limbah industri.

Penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum sebagai grand theory, yang
menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi hukum. Teori penegakan hukum digunakan
sebagai middle theory untuk menganalisis proses penerapan hukum terhadap pelanggaran
lingkungan. Sementara itu, teori perlindungan lingkungan hidup sebagai applied theory digunakan
untuk menilai efektivitas regulasi dalam melindungi lingkungan dari dampak negatif limbah
industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja telah membawa dampak signifikan dalam memperkuat kepastian hukum
pidana terkait limbah industri di Indonesia. Penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan
standar pengawasan memungkinkan penerapan sanksi pidana secara lebih efektif terhadap
pelanggaran lingkungan. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti kompleksitas administratif dalam penerbitan izin, kekurangan sumber daya manusia dan
teknis di lembaga penegak hukum, serta resistensi dari sektor industri terhadap penyesuaian
dengan standar lingkungan yang lebih ketat. Meskipun demikian, dengan komitmen untuk
memperbaiki proses perizinan, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan meningkatkan
kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, regulasi ini memiliki potensi besar untuk
memberikan perlindungan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.
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ABSTRACT

Azhar Muhammad: Implementation of Industrial Waste Licensing Regulations in Law Number
6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law on the Certainty of Criminal Law

Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has brought significant changes to industrial
waste licensing regulations in Indonesia. Simplifying the licensing process and improving
supervision standards not only has a positive impact on criminal legal certainty regarding industrial
waste, but also has the potential to strengthen enforcement of environmental regulations and
encourage industry compliance with stricter environmental standards.

This research aims to analyze how the implementation of this regulation, especially after the
enactment of the Job Creation Law, affects the effectiveness of law enforcement and faces various
challenges in its implementation.

This research uses empirical juridical methods, which combine analysis of applicable legal
norms with empirical observations regarding their implementation in the field. Data was obtained
through document studies, interviews with related parties, and direct observation of the industrial
waste licensing and law enforcement process.

This research is based on the theory of legal certainty as a grand theory, which emphasizes
the importance of legal clarity and consistency. Law enforcement theory is used as a middle theory
to analyze the process of applying law to environmental violations. Meanwhile, environmental
protection theory as an applied theory is used to assess the effectiveness of regulations in protecting
the environment from the negative impacts of industrial waste.

The research results show that the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job
Creation has had a significant impact in strengthening criminal law certainty regarding industrial
waste in Indonesia. Simplifying the licensing process and improving supervisory standards allows
for the more effective application of criminal sanctions against environmental violations.
However, the implementation of this regulation still faces various challenges, such as
administrative complexity in issuing permits, a shortage of human and technical resources in law
enforcement agencies, and resistance from the industrial sector to adapting to stricter
environmental standards. However, with a commitment to improving licensing processes,
increasing law enforcement capacity, and increasing awareness of the importance of
environmental sustainability, this regulation has great potential to provide better and more
sustainable environmental protection in Indonesia.
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